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PUTUSAN
Nomor 62/Pdt.G/2023/PA.PP

(’)ﬂ Aﬂw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 5 Juni
1981, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
tempat kediaman di Kelurahan Guguk Malintang,
Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang
Panjang, Provinsi Sumatera Barat.
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 23 Maret

1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman
di Kelurahan Koto Katik, Kecamatan Padang Panjang
Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat.
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Februari 2023
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dalam
register Nomor 62/Pdt.G/2023/PA.PP, tanggal 16 Februari 2023 dengan dalil-

dalil sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 8
September 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang
dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat,
pada tanggal 8 September 2008.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di
rumah nenek Tergugat di Kelurahan Koto Katik, Kecamatan Padang
Panjang Timur, Kota Padang Panjang, sekitar 3 tahun, kemudian tinggal
berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan
Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang
Panjang, sampai berpisah.

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai
suami isteri, dan telah dikarniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing
bernama:

3.1. ANAK I, perempuan, lahir tanggal 23 Maret 2006 (anak dalam
pernikahan siri Penggat dan Tergugat yang menikah siri tahun 2005)

3.2. ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 17 Maret 2008 (anak dalam pernikahan
siri)

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan
harmonis, namun semenjak tahun 2014 mulai tidak rukun dan tidak
harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

4.1. Tergugat sering berselingkuh/ menjalin hubungan yang sangat dekat
dengan wanita lain, tanpa peduli dengan perasaan Penggugat.

4.2. Adanya pihak ketiga yang sering ikut campur dalam masalah rumah
tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan pihak ketiga tersebut juga
sering menyudutkan Penggugat, sedangkan Tergugat sering
terpengaruh dengan ucapan pihak ketiga tersebut yang berakibat buruk
terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hingga karena
masalah ini Tergugat dan Penggugat sudah dua kali (tahun 2014 dan
tahun 2019) berpisah dalam waktu yang cukup lama, dan kemudian

rujuk atau berbaikan kembali.
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5. Bahwa puncak permasalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi
pada awal September 2022 yang disebabkan semakin sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan
masalah yang sama, Sedangkan semenjak awal September 2022 Tergugat
tidak kunjung pulang ke rumah kontrakan, meskipun awalnya Tergugat izin
kepada Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat karena ibu
Tergugat sakit, sedangkan setalah ibu Tergugat sembuh pun Tergugat tidak
kunjung pulang, hingga sekarang. Dan Penggugat dan Tergugat semenjak
akhir Desember 2022 telah putus komunikasi dan Tergugat tidak pernah lagi
memberikan nafkah kepada Penggugat. Dan pada awal Februari 2023
kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan pihak ketiga
tersebut (keluarga Tergugat).

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada awal September 2022, antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi sekitar 5
bulan lebih.

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini sudah ada
dimediasi pihak keluarga, namun Penggugat dan anak-anak yang tidak bis
amenerima Tergugat lagi.

8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat
berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan
Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari
Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.

9. Bahwa Penggugat termasuk ke dalam keluarga tidak mampu sesuai dengan
Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 51/SK-GM/PPT-PP/11-2023, yang
dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang
Panjang Timur, Kota Padang Panjang, tanggal 15 Februari 2023, dan telah
memperoleh izin untuk berperkara secara prodeo sesuai Penetapan Ketua
Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor: W3-A8/392/KU.01/2/2023
Tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara.
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Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim
Pengadilan Agama Padang Panjang berkenan memeriksa dan mengadili
gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT).

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Subsider :
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi
dengan Mediator Ranti Rafika Dewi, S.H., sebagaimana laporan Mediator
tanggal 4 April 2023, akan tetapi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak
mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk
berperkara secara cuma-cuma,

Bahwa atas permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-
cuma tersebut, Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang telah mengeluarkan
penetapan Nomor W3-A8/392/KU.01/2/2023 tanggal 21 Februari 2023 tentang
izin berperkara secara prodeo kepada Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak
dapat didengar karena setelah sidang ditunda untuk mediasi, Tergugat
Tergugat tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX Kota Padang Panjang,
Provinsi Sumatera Barat tanggal 6 Januari 2021. Bukti surat tersebut
telah di-nazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis
serta diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang
Panjang Barat, Kota Padang Panjang, pada tanggal 8 September 2008.
Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf

oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.2;

B. Saksi:
1. SAKSI I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT
yang merupakan suami Penggugat yang menikah pada tahun 2008;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di rumah nenek Penggugat di Kelurahan Koto Katik,
Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, setelah
itu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Guguk Malintang,
Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2012 tidak
rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui
perselisihan dan pertengkaran tersebut dan penyebabnya dari cerita
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Penggugat kepada saksi;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan
lain, selain itu Tergugat juga kurang bertanggungjawab dalam
menafkahi keluarga sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup
Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat bekerja sebagai buruh
cucian dan juga berjualan dan orang tua Tergugat sering ikut
campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat
yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pernah 3 Kali
berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan
Desember 2022 karena Tergugat pergi dari tempat kediaman
bersama yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 4
(empat) bulan;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan
mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,
karena Penggugat tidak mau lagi melanjutkan hubungannya dengan

Tergugat dan ingin mengakhirinya dengan perceraian;;

2. SAKSI I, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai

berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT
yang merupakan suami Penggugat yang menikah pada tahun 2008;

-  Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering berpindah
pindah tempat tinggal, terakhir mereka tinggal di rumah kontrakan di
Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur,
Kota Padang Panjang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan
harmonis hingga tahun 2010, setelah itu tidak rukun dan tidak

harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering
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terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan
Tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan
lain, Tergugat juga tidak bertanggungjawab dalam memberikan
nafkah terhadap Penggugat dan anak-anak, orang tua Tergugat
sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 3 (tiga) bulan
yang lalu karena Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan
mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat akan tetapi
tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah
tangganya dengan Tergugat dan ingin mengakhirinya dengan

perceraian;

Bahwa Penggugat menyatakan keterangan Saksi telah cukup dan tidak
akan mengajukan bukti lain lagi, sedangkan jawaban, bukti dan kesimpulan
Tergugat tidak dapat diperiksa dan didengarkan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap ingin
bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua
hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;
Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara
perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 47 huruf a Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
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Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama
antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan
wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam
perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah terkait
perkawinan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama, oleh karena itu maka
Pengadilan Agama berwenang secara absolut (absolute competentie) untuk
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam surat gugatan
Penggugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah
Kota Padang Panjang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Padang
Panjang, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu maka Pengadilan Agama
Padang Panjang berwenang secara relatif (relative competentie) untuk

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;
Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang
dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan
ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata
bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan
yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah
mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam
perkara ini (persona legal standing in judicio), karenanya Penggugat
mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang

perkawinan;
Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para
pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan

perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg26 jo. Pasal 82
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan
mediator Ranti Rafika Dewi, S.H., namun berdasarkan laporan mediator
tanggal 4 April 2023 mediasi tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian
dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan mendengar
keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok Penggugat
bermohon untuk bercerai dari Tergugat adalah semenjak tahun 2014 rumah
tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat
disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan pihak ketiga
yang sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan
Tergugat, dan pada bulan September 2022 Tergugat pergi ke rumah orang
tuanya karena ibu Tergugat sedang sakit, namun sejak kepergiannya Tergugat
tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, hingga antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi sekitar 5 (lima) bulan

lamanya sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;
Formil Gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat
unsur-unsur yang harus ada dalam suatu gugatan meliputi identitas para
pihak, posita dan petitum. Sementara alasan perceraian yang dikemukakan
oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan
pertengkaran, quod est Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2)
poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal
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19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenubhi

syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;
Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka
Mejelis Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat
adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan
Penjelasannya juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan
didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 juncto Pasal 116 huruf (f) maka sesuai dengan pasal 134 Kompilasi
Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut,
fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus, bagaimana bentuknya serta apakah pihak
keluarga dan orang-orang dekat dengan suami istri a quo telah dilibatkan
dalam mencari solusi persoalan rumah tangga mereka;

2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran
tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus
dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap
keutuhan kehidupan suami istri;

3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup
rukun kembali dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 orang Saksi;
Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, yang diajukan Penggugat
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tersebut, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Majelis Hakim berpendapat
bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat
sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga
alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan
dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil
dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang
menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, yang mana alat
bukti tersebut memuat identitas Penggugat dan Penggugat bertempat tinggal
di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang Panjang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 yang diajukan Penggugat
tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah
dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai
cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2020 dan telah dinazegelensehingga alat bukti tersebut telah memenuhi
persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang
sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat
bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil
gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg
jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat
dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak
tanggal 8 September 2008;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum
Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan Saksi-Saksi yang
berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri
tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua
orang Saksi yang berasal dari keluarga Penggugat sebagaimana duduk
perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang Saksi

tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi sesuai dengan ketentuan
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Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975, dan keSaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan

ketentuan Pasal 175 RBg,. sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai

alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang Saksi
Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua
orang Saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan
Saksi-Saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling
bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang
dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal
307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada
tahun 2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa sejak setidaknya tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat
berselingkuh dengan perempuan lain dan keluarga Tergugat sering ikut
campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tidak
bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya
selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa upaya untuk merukunkan dan mendamaikan kembali rumah tangga
antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran yang
terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, kesaksian Saksi pertama
Penggugat hanya bersifat testimonium de auditu, Majelis Hakim sependapat
dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11
November 1959 menyatakan, bahwa meskipun testimonium de auditu tidak

dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian
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yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan
sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi pertama Penggugat
yang hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama, meskipun hanya
menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) tanpa terlebih dahulu
mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (vreem de oozaak)
timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni
2005 bahwa keterangan Saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-
dalil pokok gugatan Penggugat di atas yang pada intinya tentang perselisihan
dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta
yang pernah dilihat dan didengar sendiri, serta saksi kedua juga mengetahui
secara pasti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam)
bulan yang lalu, dengan demikian keterangan saksi kedua Penggugat tersebut
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijs) dan dapat diterima
sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua
Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya
mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat,
oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan
Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang
dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan
fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada

tanggal 8 September 2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
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- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti
dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat
sampai perkara ini diputus setidaknya selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa upaya untuk memperbaiki dan mendamaikan kembali rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak
berhasil;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan
sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan

saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum
Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hokum
tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Pengabulan Gugatan

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu)
yang memohon gugatan Penggugat dikabulkan, oleh karena petitum a
quo berkaitan dengan petitum lain, Majelis Hakim menjawabnya dalam

kesimpulan akhir setelah mempertimbangkan petitum lain;
Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua)
yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra
Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan

hukum sebagai berikut:
Pertimbangan Perceraian secara Syar’i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara
Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i

sebagai berikut:
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A. Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:
O dan )5 8350 aSin Jra sleal) | siSaillal g ) aSidil (e oS1 SlA () 48 (e
O 880 a sl cpY elly 8
Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk
mewujudkan ketentraman (sakinah) di antara pasangan suami istri,
hubungan yang saling mencintai (mawaddah), menyayangi (rahmah) dan
saling menjalankan kewajiban masing-masing. Hakim menilai bahwa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berubah menjadi tempat
yang tidak lagi memberikan kedamaian, cinta dan kasih sayang bagi
pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus
sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah
dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Q.S. ar-Rum ayat 21 telah
tidak terwujud;

B. Pendapat ulama dalam Kitab Ghayatul Maram halaman 162 yang selanjutnya

diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:
(e\).d\ Kﬂb)iﬁk@z&\a\_}l‘: Gl Lea 5 3 da g3 2\_.\;':)6_\.; i3 A g

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah
sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak
suaminya dengan talak satu;

C. Pendapat ulama dalam Kitab Figh Sunnah Juz Il halaman 248 yang
selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, sebagai berikut:

Y Laa s V) S5 a3 Casiel gl da gl Ay ol sl Wl gen cuaidil 13l
Lkl Legin 3ba¥) e (omldl) Sae 5 Laglliial (G 5 pdall ol 50 4na (3L

Artinya : Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di
hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami
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dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan
kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan
hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat
menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;

Pertimbangan Perceraian secara Yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, (vide Pasal 1
Undang_Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian
hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (vide Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 115
Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang
dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan diantaranya quod
est Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam adalah, “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang
kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa
“Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat
(2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;
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Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pernikahan, atas
kesepakatan pasangan suami istri, dipilih rumah yang akan dijadikan sebagai
tempat kediaman bersama untuk menyalurkan hasrat kasih dan sayang antara
pasangan suami istri tersebut, quod est Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang
kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa
“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup
rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan
telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal dan selama perpisahan tersebut keduanya tidak pernah lagi
berkomunikasi; serta Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat. Hal ini
merupakan indikasi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
yang dapat menciderai keutuhan rumah tangga mereka, maka patut
disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih
berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang
kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan, “Bahwa
dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcokan atau
karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat
adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat
dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka
perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi,
meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh,

apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan
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perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu
tetap pecah.”;

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar
Peradilan Agama angka (4) sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat
Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, “Gugatan cerai dapat
dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken
marriage) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak
berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi; 3) Salah satu pihak atau
masing_masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4) Telah
terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5) Hal-hal lain yang ditemukan
dalam persidangan (seperti adanya seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi
dan lain-lain)

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan,
keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah memenuhi
indikator-indikator tersebut di atas, sehingga dengan demikian rumah tangga
Penggugat denganTergugat sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga
yang telah mengalami “broken marriage” atau sudah pecah, sehingga oleh
karena itu gugatan cerai Penggugat kepadaTergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata
antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
terus menerus dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di
hadapan sidang, sementara Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi
mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan
pertimbangan vyuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan

perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Pertimbangan Perceraian secara Sosiologis

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan
dan mempertahankan rumah tangga keduanya mengandung mudarat lebih

besar daripada maslahatnya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat
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sudah tidak ada rasa saling mencintai, sehingga jika keduanya dipaksa
melanjutkan hubungan rumah tangga, rumah tangga tersebut akan menjadi
rumah tangga yang hampa, rapuh dan tanpa ikatan kokoh (mitsdgan ghalizha)
sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan

masyarakat yang baik;

Pertimbangan Perceraian secara Filosofis

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan proses pertukaran dan
integrasi hak dan kewajiban sepasang suami istri yang senantiasa harus
dirundingkan dan dinegosiasikan. Perceraian terjadi disebabkan kegagalan
pemenuhan hak dan kewajiban antar individu tersebut;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga tidak akan jangan antara
suami istri. Di samping dampak negatif terhadap pendidikan, tumbuh kembang
dan perilaku anak-anak, berkumpulnya dua pihak yang saling menjauh dan
membenci, terlepas dari besar kecilnya penyebab perselisihan keduanya, tidak
akan membawa kebaikan dalam rumah tangga. Untuk itu, mengakhiri
hubungan rumah tangga semacam ini merupakan tindakan yang bijak dengan
harapan Allah SWT menganugerahi keduanya pasangan hidup yang lebih baik

yang mendatangkan kedamaian dan ketenangan

Pertimbangan Alasan Hukum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alasan perceraian antara
Penggugat dengan Tergugat yang telah dikemukakan di atas, baik secara
syar’i, yuridis, sosiologis dan filosofis, Majelis Hakim berpendapat bahwa
gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian
yang dibenarkan secara hukum, quod est Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan
Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena antara
Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

menerus;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, alasan perceraian tersebut di atas
hanya dapat diterima, “Apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai
sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak
keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu”,

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan tersebut, Majelis
Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan orang dekat dan
tetangga Penggugat, yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan
menunjukkan bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
adalah persoalan prinsipil, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
telah pecah (broken marriage) dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada

lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Kesimpulan Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (tahlil al-niza’) dan alasan
beserta dasar hukum (tasbib al-ahkam) yang telah Majelis Hakim kemukakan di
atas, maka petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan syar’i
di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum
Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan
pengadilan adalah tergolong talak bain sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan,
antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan,
belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan syar’i, vyuridis,
sosiologis dan filosofis, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan
menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya
dalam kondisi ba’da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi
Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3
(tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak

tanggal akta cerai atas perkara ini;
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Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan
sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan layanan
pembebasan biaya perkara Penggugat tanggal 16 Februari 2023 dan Surat
Pertimbangan Panitera Nomor W3-A8/391/KU.01/2/2023 tertanggal 16 Februari
2023 dan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara No: W3-
A8/392/KU.01/2/2023 tertanggal 16 Februari 2023 oleh Ketua Pengadilan
Agama Padang Panjang dan Surat Keputusan PIt. Sekretaris Selaku Kuasa
Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor No: W3-
A8/393/KU.01/2/2023 tertanggal 16 Februari 2023 menetapkan biaya perkara
atas nama Penggugat dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan
Agama Padang Panjang sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Berdasarkan fakta, pertimbangan dan alasan hukum di atas, Majelis
Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
perkara a quo;

2. Dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab
petitum gugatan Penggugat pada poin 1 (satu), gugatan Penggugat
dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan
MENGADILI

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui

DIPA Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2023.
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Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Selasa tanggal 11 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20
Ramadhan 1444 Hijriah oleh Zakiyah Ulya, S.H.l., sebagai Ketua Majelis,
Rifazul Azdmi, S.H.l. dan Ranti Rafika Dewi, S.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota
tersebut dan dibantu oleh Devi Nofianto, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri

oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Zakiyah Ulya, S.H.I.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Rifazul Azdmi, S.H.I. Ranti Rafika Dewi, S.H.

Panitera,

Devi Nofianto, S.H.

Perincian Biaya: NIHIL
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